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KATA PENGANTAR

TITIK TOLAK DEMOKRASI DAN
SIKAP MENOLAK KEKERASAN

Kediktatoran selamanya bersifat militeristik, walaupun
baju yang digunakan tidak selalu disebut demikian.
Kediktatoran Salazar di Portugal jelas-jelas bersendikan cara-
cara militer untuk mengokohkan dan mempertahan kekua-
saan, walaupun para pelaku dalam pelaksanaan kekuasaan
adalah orang-orang sipil. Hitler pun adalah seorang sipil,
tetapi pasukan-pasukan SS dan unit-unit Gestapo yang men-
dukungnya jelas-jelas bersifat militeristik. Contoh ini dapat
diperpanjang dengan sederetan nama-nama para penguasa
dengan kekuatan mutlak yang tidak pernah memegang jabat-
an militer apapun.

Bila kita amati ciri-ciri utama dari setiap kediktatoran,
yang timbul adalah gambaran dari pemerintahan yang tidak
memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk berbeda
pendapat secara luas dan menetap dengan sang penguasa.
Langkanya kelonggaran dan sikap memberi peluang kepada
perbedaan pendapat itulah yang menjadi faktor tetap yang
menyamakan semua sitem pemerintahan diktatorial. Apapun
klaim yang diajukannya tentang keabsahan pendapat, sikap



atau keputusan yang diambil sebagai telah cukup mewakili
jumlah terbesar warga masyarakat, pada kenyataannya
justru pengingkaran terhadap kehendak rakyatlah yang
terjadi.

Dengan demikian, apapun klaim yang diajukan tentang
penentuan sikap ataupun pengambilan keputusan dalam
proses yang pada dasarnya mengingkari hak orang banyak itu,
keabsahan sikap atau keputusan itu sendiri tidak pernah dapat
diuji secara terbuka, melainkan dicapai melalui proses yang
sangat tertutup. Pengingkaran kehendak orang banyak melalui
pengajuan klaim yang palsu merupakan sebuah proses yang
bersambung terus-menerus dari satu sikap atau keputusan ke
sikap atau keputusan berikutnya sambung-bersambung secara
akumulatif dalam garis yang sangat panjang, yang dengan
sendirinya merupakan tumpukan kesewenangan yang tidak
bisa tegak tanpa ditopang oleh kekuatan militer. Birokrasi
pemerintahan yang masih memilih sikap tenggang terhadap
kehendak orang banyak jelas tidak akan mampu melakukan
hal itu, karena sikap seperti itu akan membawa kepada
penerimaan kebenaran yang obyektif yang datang dari
mayoritas warga masyarakat. Sikap terus-menerus untuk
menerima rangkaian kebenaran-kebenaran obyektif dari
rakyat akan berarti hukuman mati bagi sebuah sistem
pemerintahan diktatorial, karena ia akan membuktikan
kepalsuan berbagai klaim yang diajukan oleh sang penguasa.

Karena itulah, hakikat dari kediktatoran adalah peno-
lakan terhadap pluralitas pandangan atau keragaman
pandangan dan pendapat. Masyarakat yang memperkenan-
kan perbedaan pendapat dan menerima keragaman sikap
sebagai sesuatu yang wajar pada hakikatnya mengajukan
penolakan terhadap sistem pemerintahan diktatorial.
Karenanya, sistem yang seperti itu akan selalu mengajukan
keharusan bersikap sama dan bersatu pendapat bagi seluruh
warga masyarakat, sebagai sebuah kebenaran subyektif yang



harus dipertahankan mati-matian. Dengan demikian ciri mili-
teristik dari pemerintahan diktatorial tidak mungkin dihin-
darkan. Dalam keadaan seperti itu, sebenarnya tidak ada
bedanya antara kediktatoran militer dan pemerintahan re-
presif lainnya. Kediktatoran selalu bersifat militeristik, dan
pemerintahan militeristik akan selalu mengacu kepada kedik-
tatoran, apapun baju yang dikenakannya dan klaim yang
diajukannya.

Pada hakikatnya, pertentangan abadi antara rangkaian
kebenaran obyektif yang diajukan rakyat pada suatu masa dan
kebenaran subyektif yang tunggal yang diajukan oleh peme-
rintahan diktatorial tidak dapat dilerai, sehingga dalam
perspektif kesejarahan akan tampak sia-sia saja semua upaya
incremental atau bertahap untuk menegakkan demokrasi.
Inilah yang membuat sikap dasar mereka yang menggunakan
pendekatan radikal atau penolakan terhadap cara-cara evo-
lusioner sepanjang jalannya sejarah. Tetapi, sejarah jugalah
yang mengajarkan kita kenyataan yang paling pahit : tidak
pernah ada pemerintahan diktatorial dapat ditumbangkan
oleh militansi yang tidak menggunakan kekerasan sebagai
senjata yang sah untuk melakukan perubahan dengan meng-
gulingkan pemerintahan yang ada. Yang terjadi bukanlah
penahanan perjuangan dalam garis linear yang menunjukkan
proses yang bertahap, melainkan pemekaran perlawanan
berwajah tunggal, yang tadinya meliputi kawasan teritorial
yang kecil dan kemudijan berangsur-angsur melebarkan sayap
ke seluruh negeri. Yang terjadi bukanlah perubahan gradual
dalam banyaknya pendapat yang dikemukakan dan beragam-
nya sikap yang diperlihatkan, yang berarti peluang berbeda
pandangan dan sikap, melainkan pemekaran lingkup sikap
atau pandangan tunggal yang diajukan. Contoh terbaik dari
keadaan demikian adalah penumbangan kediktatoran
Koumintang di bawah Chiang Kaishek di daratan Cina oleh
pemerintahan tandingan Kungcantang di bawah Mao
Zedong, yang pada hakikatnya adalah perpindahan dari satu
ke lain sistem pemerintahan diktatorial.
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Dengan demikian harus diakui bahwa penggunaan
kekerasan dalam menggantikan sebuah sistem pemerintahan
diktatorial tidaklah berati tegaknya sebuah pemerintahan
yang demokratis sebagai penggantinya. Dengan kata lain,
sebuah pemerintahan yang demokratis barulah akan dapat
ditegakkan oleh upaya yang menggunakan kekerasan. Sejauh
apapun sikap radikal dan militansi yang dikembangkan
dalam menegakkan sebuah pemerintahan demokratis, ciri
pokok dari kiprahnya adalah penggunaan cara-cara yang
menentang kekerasan. Gerakan buruh atau protes massa atau
blokade kelompok-kelompok besar yang menurunkan para
pengikut mereka ke jalan-jalan untuk melumpuhkan
pemerintahan diktatorial dan menggantikannya dengan
sistem yang demokratis, pada dasarnya harus bertumpuh
pada sikap menolak penggunaan kekuasaan. Memburuknya
keadaan, dalam eskalasi yang bisa terputus-putus ataupun
yang mengalir tidak berkeputusan, bagi sang diktator akan
berarti paksaan untuk menerima kenyataan bahwa ia tidak
lagi dapat memaksakan kehendak kepada orang banyak. Ini
terjadi terhadap diri Presiden Marcos di Filipina. Di hadapan
People's Powers dan oleh para diktator Amerika Latin dalam
rangkaian peristiwa sekitar dua sampai satu dasawarsa yang
lalu.

Menjadi nyata dari kenyataan-kenyataan di atas, bahwa
transisi dari kekuasaan diktatorial ke pemerintahan yang
demokratis, apabila terjadi tanpa campur tangan kekuasaan
dari luar (seperti terjadi atas Jerman dan Jepang), haruslah
bersifat tanpa kekerasan dan berintikan kegigihan dan
keuletan untuk menciptakan dan mengembangkan pluralitas
pandangan dan keragaman pemikiran-pemikiran. Dengan
kata lain, perjuangan menegakkan masyarakat pluralistik
tanpa menggunakan kekerasan dan bertumpu pada ke-
tabahan untuk menegakkan pandangan yang obyektif dan
dengan sendirinya pluralistik terhadap kebenaran, adalah
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satu-satunya jalan untuk menegakkan demokrasi. Baik
mereka yang menggunakan pendekatan akomodatif terhadap
sistem tidak demokratis yang ada, maupun mereka yang
menolak bekerja sama dengan sistem itu secara konsisten,
ternyata bermuara pada penolakan terhadap sikap hidup
monolitik dan menambakan sikap hidup yang pluralistik.
Bukankah justru pada titik inilah kebebasan yang didamba-
kan oleh semua pejuang demokrasi bermula?

Abdurrahman Wahid
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KATA PENGANTAR

Apakah pemerintah diktator harus diterima begitu saja,
atau masyarakat dapat membebaskan diri dari pada-
nya? Dan kalau dapat, lalu caranya bagaimana? Itulah
pertanyaan yang dibahas oleh Gene Sharp dalam buku ini
yang mau menyediakan "sebuah kerangka konseptual untuk
pembebasan."

Dalam buku kecil ini Sharp langsung mengenai masalah-
nya. Ia tidak membuang-buang waktu dengan pelbagai
pertimbangan normatif, definisi-definisi dan lain sebagainya,
melainkan langsung memperlihatkan, dengan menguraikan
cara-cara kongkret, bagaimana sebuah masyarakat dapat
membebaskan diri dari kediktatoran

Buku kecil ini sangat praktis dan berguna kalau kita mau
mendapat suatu pandangan yang nyata tentang perjuangan
pembebasan melawan rezim-rezim diktatoris. Bagi saya yang
paling menarik adalah dua tesis dasar buku ini: Pertama :
Memakai kekerasan bukan cara efektif untuk menggulingkan
pemerintahan diktatoris. Kedua, Sebuah kediktatoran pun
tergantung dari "ketaatan, kerjasama dan kesediaan
masyarakat untuk tunduk" dan oleh karena itu, apabila
masyarakat menarik kembali sikap-sikap itu, pemerintahan
diktatoris akan jatuh.
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Untuk para romantisi revolusi pernyataan pertama
barangkali mengecewakan. Akan tetapi argumentasi Sharp
meyakinkan, dan makin cepat diyakini oleh mereka yang mau
memperjuangkan kemerdekaan, makin besar kemungkinan
mereka akan berhasil. Sharp memberikan dua argumen
melawan penggunaan kekerasan. Yang pertama, pemakaian
kekerasan justru merupakan keunggulan diktator: ialah yang
menguasai polisi, tentara dan pasukan keamanan lain. Jadi
memakai kekerasan berarti memilih medan perjuangan yang
justru menguntungkan lawan. Kedua, sebuah perjuangan
revolusioner dengan kekerasan jarang menguntungkan
rakyat tertindas. Di lain pihak, andaikata revolusi berhasil,
kemungkinan besar bahwa akan didirikan rezim yang terus
memakai kekerasan untuk memperjuangkan tujuan-tujuan-
nya, jadi diktator lama hanya diganti dengan diktator baru.
Saya menerima argumentasi Sharp ini. Suatu perjuangan
melawan rezim diktatoris harus memakai cara-cara non-
kekerasan, cara-cara damai.

Tetapi yang lebih penting sebenarnya ulasan Sharp yang
memperlihatkan bahwa sekuat-kuatnya sebuah rezim
diktatorial, ia tidak dapat bertahan, apabila bagian terbesar
masyarakat menarik kerjasamanya (sebagaimana diuraikan
dengan bagus dalam kisah "si tuan monyet"). Sharp lalu juga
memperlihatkan bagaimana langkah-langkah perjuangan
non-kekerasan itu, manakah cara-cara yang tersedia, dan
bahwa sangat diperlukan sebuah strategi besar.

Rasanya bagi semua yang merasa risau dengan tendensi-
tendensi diktatorial di banyak negara di dunia dewasa ini
buku ini bisa menjadi bantuan yang nyata. Dengan
menghindari pendekatan ideologis dan moralistik, dibuka
wawasan bahwa pembebasan merupakan suatu kemung-
kinan nyata yang tentu membutuhkan nafas panjang. Itulah
kekuatan buku itu, itulah sebabnya baik kalau para demokrat
semua aliran membacanya.
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Tetapi itu pula kelemahannya. Kerangka Sharp adalah
sangat sederhana: sebuah rezim diktatorial yang menindas
rakyatnya. Lalu diperlihatkan bagaimana kemungkinan-
kemungkinan sebuah perjuangan pembebasan yang realistik.
Akan tetapi, sejauh mana kerangka Sharp itu relevan dan
realistik ?

- Memang, jelas ada -rezim-rezim diktatorial seperti itu.
Kebanyakan rezim komunis misalnya. Atau rezim para
kolonel Yunani akhir tahun 60-an. Atau Jenderal Pinochet di
Chili. Barangkali para jenderal di Birma dan Nigeria. Tetapi
bagaimana halnya Aljazair? Situasi di negara itu sudah tidak
sesederhana itu. Atau beberapa rezim di bekas negara- negara
komunis. Atau otorltarlanlsme di Asia ? Bahkan bekas. rezim
Aparthe1d di Afrika Selatan dulu tidak sesederhana ini..

Soalnya, di kebanyakan negara yang kurang demokratis
atau tidak demokratis, terutama di dunia ketiga, situsi jauh
lebih ruwet. Rezim yang berkuasa umumnya justru bukan
suatu diktator yang asal menindas masyarakat, melainkan
sering mempunyai dukungan cukup kuat karena berhasil
mengatasi masalah-masalah masyarakat yang bersangkutan.
Misalnya, mengakhiri kekacauan berkepanjangan . Atau
berhasil mengatasi kelaparan dan memulai pembangunan
ekonomis yang hasilnya dirasakan banyak orang. Atau
mengembalikan masyarakat ke dalam situasi aman dan
percaya diri. Bisa saja rezim-rezim itu juga mempunyai satu
dua sudut diktatoris, tetapi tidak jarang masyarakat bersedia
menerimanya karena segi keuntungan kepemimpinan otoriter
lebih besar. Tidak jarang juga dukungan masyarakat sendiri
cukup complicated. Bisa ada dukungan primordial, misalnya
karena loyalitas kesukuan, etnis atau agama, berdasarkan
perasaan takut terhadap golongan lain dalam masyarakat
dan sebagainya. Bisa saja bahwa pemerintahan otoriter itu
justru cukup berhasil mengatasi masalah-masalah primordial
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dan oleh karena itu sebagian masyarakat mendukungnya
(Marsekal Tito di Yugoslavia misalnya cukup berhasil,
meskipun sayang tidak lestari).

Oleh karena itu, kemungkinan penerapan buku bagus ini
cukup terbatas pula. Di banyak negara di Asia, misalnya
situasi tidak sesederhana itu. "Rakyat atau masyarakat
berhadapan dengan diktator" situasi simplistik itu cukup
jarang dapat diverifikasikan. Dan dalam situasi yang
kompleks banyak dari nasihat-nasihat praktis kelihatan tidak
kena sasarannya.

Toh dalam situasi pemerintahan otoriter - mayoritas besar
pemerintahan di dunia ketiga - suatu keuntungan juga dapat
ditarik dari buku ini. Daripada "melawan rezim" dan lain-lain
simplifikasi lebih baik diperjuangkan opsi dan sasaran politis
yang kongkret dan nyata, seperti misalnya perluasan
kebebasan pers, pembentukan partai politik, peningkatan
jaminan hukum dan lain sebagainya. Konsentrasi pada
sasaran nyata - yang sering masuk akal secara politis dan
ekonomis pun dan oleh karena itu juga mempunyai kans
untuk semakin didukung dalam masyarakat yang ber-
sangkutan - jauh lebih efektif daripada sikap-sikap prinsipil
seperti "melawan rezim" dan sebagainya.

Yang jelas dapat disimpulkan dari buku Sharp ini: Suatu
perjuangan dengan cara non-kekerasan, sabar, rasional demi
pencapaian sasaran-sasaran demokratis memiliki kemung-

kinan cukup besar untuk berhasil juga berhadapan dengan
sebuah rezim yang tampak sangat otoriter.

Franz Magnis-Suseno, SJ
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PRAKATA

Selama bertahun-tahun saya mempunyai satu keprihatinan
besar tentang bagaimana mencegah dan menghentikan
kediktatoran. Keprihatinan tersebut lahir sebagian karena
saya percaya bahwa manusia tidak pantas untuk dikuasai
dan dihancurkan rezim macam demikian. Keyakinan itu
semakin diperteguh lagi oleh berbagai bahan bacaan: tentang
mulianya harkat manusia, tentang akar dari kediktatoran
(dari mulai pemikiran Aristoteles hingga para analis
totalitarianisme), serta sejarah kediktatoran (khususnya
sistem dari Nazi dan Stalin).

Tahun demi tahun saya berkesempatan mengenal orang-
orang yang pernah hidup dan mengalami penderitaan di
bawah rezim Nazi, termasuk mereka yang lolos dari kamp
konsentrasi. Di Norwegia saya berjumpa dengan orang-orang
yang pernah menentang pemerintahan fasis dan mampu
bertahan juga mendengar cerita tentang mereka yang ter-
bunuh. Pernah pula saya berbincang dengan seorang Yahudi
yang lari dari cengkeraman Nazi dan menemui orang-orang
yang pernah menyelamatkan para pelarian itu.

Pemahaman saya tentang teror di berbagai negeri komunis
lebih banyak bersumber pada buku daripada melalui
hubungan-hubungan pribadi. Teror yang terjadi di sana bagi
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saya terasa getir, karena rezim kediktatoran itu menyebut-
nyebut tentang pembebasan dari penindasan dan peng-
hisapan.

Wajah kediktatoran bagi saya semakin tampak nyata,
setelah menjumpai orang-orang yang berasal dari negeri-ne-
geri yang dikendalikan secara diktatorial, misalnya Panama,
Polandia, Cili, Tibet dan Burma. Dari mulai pejuang Tibet
yang melawan agresi Cina komunis, orang Rusia yang diga-
nyang oleh kudeta sayap’ garis-keras di bulan Agustus 1991,
dan warga Thailand yang menempuh cara non-kekerasan
untuk mencegah kembalinya pemermtahan militer. Dari
‘mereka saya memperoleh sudut pandang —yang sermgkah
terasa menyesakkan— tentang watak ke]1 dari kedlktatoran

- Rasa ngeri dan amarah akan kekejaman kedlktatoran
bercampur dengan kekaguman saya akan kepahlawanan dari
laki-laki dan perempuan dengan keberanian tiadatara,
senantiasa menebal tatkala saya mengunjungi daerah-daerah
berbahaya dimana orang-orang pemberani masih terus
melawan. Tempat-tempat itu antara lain adalah Panama
semasa di bawah Noriega; Vilnius dan Lithuania di mana
penindasan Soviet masih berlanjut; Lapangan Tiananmen, di
tengah kemeriahan demonstrasi kebebasan dan saat-saat
awal masuknya satuan bersenjata di malam yang menentu-
kan itu; dan markas kekuatan demokratis di hutan
Manerplaw, di wilayah "Birma Merdeka."

Sesekali saya mengunjungi tempat-tempat seperti menara
televisi dan tempat pemakaman di Vilnius, taman umum di
Riga, tempat mereka menembaki rakyat; jantung kota Ferrara
di Italia Utara, tempat penguasa fasis menjejerkan dan lalu
menembaki para pembangkang dan pemakaman sederhana
di Manerplaw, tempat jasad pemuda-pemuda yang terlalu
muda untuk mati itu dikuburkan. Sungguh menyedihkan,
bangkitnya kediktatoran meminta korban nyawa dan
kerusakan yang demikian besar.
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Seiring dengan keprihatinan dan pengalaman-peng-
alaman itu, tumbuh pula harapan bahwa tirani dapat
dicegah, perlawanan melawan kediktatoran dapat dilakukan
tanpa harus jatuh korban massal, kediktatoran dapat
diruntuhkankan dan dari abu keruntuhannya dapat dicegah
munculnya kediktatoran yang baru.

Saya berupaya memikirkan dengan seksama cara-cara
paling efektif untuk menghancurkan kediktatoran dengan
sedikit mungkin penderitaan dan korban jiwa. Dalam upaya
itu saya menelusuri riwayat kediktatoran, gerakan perla-
wanan, revolusi, pemikiran politik, sistem pemerintahan, dan
khususnya perlawanan non-kekerasan yang realistis.

Terbitan ini adalah hasilnya. Saya yakin masih jauh lebih
dari sempurna. Namun beberapa pokok pikiran mungkin
berguna untuk memandu pemikiran dan perencanaan dalam
membangun gerakan pembebasan yang lebi kuat dan efektif.

Dengan alasan kebutuhan, dan ini merupakan pilihan
yang sengaja, esai ini memutuskan perhatian pada masalah
umum tentang bagaimana mengalahkah kediktatoran dan
mencegah lahirnya kediktatoran baru. Saya tidak ber-
kompeten untuk menuliskan analisis umum ini bermanfaat
~untuk mereka yang berada di banyak negeri, sayangnya
terlalu banyak, yang secara nyata menghadapi pemerintahan
diktatoral. Merekalah yang 'mest'i memeriksa keabsahan
analisis dalam esai ini pada situasi mereka dan menguji
hingga mana sasaran pokok dari tuhsan ini layak untuk
perjuangan mereka.

Ketika menuliskan esai ini saya banyak berhutang budi.
Bruce Jenkins asisten khusus saya sudah memberikan
bantuan tak ternilai dengan memperlihatkan berbagai
masalah menyangkut isi dan penyajian, melalui saran-
sarannya yang mengena untuk menuliskan secara lebih ketat
dan jernih gagasan-gagasan yang sukar (khususnya tentang
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strategi), merancang-ulang batang tubuh tulisan dan
memperbaiki penyuntingan. Saya juga ingin berterima kasih
atas bantuan penyuntingan dari Stephen Coady. Dari Dr.
Christoper Kruegler dan Robert Helvey saya memperoleh kri-
tik dan saran berharga. Dr. Hazel McFerson dan Dr. Patricia
Parkman , masing-masing telah mengirim saya informasi
mengenai perjuangan yang dilakukan di Afrika dan Amerika
Latin. Banyak sumbangan dan dukungan mereka dalam
penulisan ini, meski demikian analisis dan kesimpulan yang
termuat di dalamnya tetap merupakan tanggung-jawab saya.

Dalam analisis ini tidak sekalipun saya mengatakan
bahwa meruntuhkan kediktatoran adalah pekerjaan mudah
dan tak makan biaya. Semua jenis perjuangan mengandung
kerumitan dan pergorbanan. Melawan kediktatoran tentu
akan ada korban. Harapan saya adalah agar analisis ini dapat
mengajak para pemimpin perlawanan untuk memper-
timbangkan strategi-strategi yang mengefektifkan kekuatan
mereka sambil menurunkan taingkat relatif korban.

Tidak semestinya pula analisis ini dimaknakan sebagai:
kediktatoran runtuh, tak ada lagi masalah. Kejatuhan suatu
rezim tak perlu disambut dengan utopia. Melainkan suatu
jalan yang terbuka untuk membangun relasi sosial, ekonomi
dan politik yang lebih adil melalui kerja keras dan upaya yang
lama, serta membasmi bentuk-bentuk lain dari ketidak-adilan
dan penindasan. Harapan saya, kajian pendek tentang
bagaimana cara kediktatoran ini bermanfaat bagi siapa saja,
di mana pun, yang hidup di bawah penindasan dan mencita-
citakan kebebasan.

Gene Sharp

6 Oktober 1993

Albert Einstein Institution

1430 Massachusetts Avenue
Cambridge, Massachusetts 02138 USA
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BAB 1

MENGHADAPI KEDIKTATORAN
SECARA REALISTIS

alam tahun-tahun belakangan ini sejumlah diktator

(baik kediktatoran pendudukan asing maupun kedik-
tatoran oleh bangsa sendiri) ambruk atau jatuh dijungkalkan
perlawanan rakyat yang menggalang kekuatannya. Kedik-
tatoran yang semula tampak begitu kuat dan tak terlawankan
terbukti tak mampu membendung perlawanan politik,
ekonomi dan sosial dari rakyatnya.

Sejak tahun 1980, sejumlah kediktatoran berjatuhan oleh
perlawanan tanpa-kekerasan dari rakyat di Estonia, Latvia
dan Lithuania, Polandia, Jerman Timur, Cekoslowakia dan
Slovenia, Madagaskar, Mali, Bolivia dan Filipina. Perlawanan
tanpa kekerasan mendorong pula gelombang gerakan demo-
kratisasi di Nepal, Zambia, Korea Selatan, Cili, Argentina,
Haiti, Brazil, Uruguay, Malawi, Thailand, Bulgaria, Hunga-
ria, Zaire, Nigeria dan sejumlah wilayah bekas Uni Soviet
(perlawanan rakyat mengambil peran penting dalam mema-
tahkan percobaan kudeta dari kelompok garis keras, tahun
1991).



Pembangkangan politik rakyat' berlangsung pula di Cina,
Burma dan Tibet pada tahun-tahun terakhir ini. Meskipun
gagal menyudahi kediktatoran atau mengusir pendudukan
asing, namun perlawanan itu telah berhasil memampangkan
watak keji dari rezim represif ke hadapan mata masyarakat
internasional, dan bentuk perjuangan demikian memberikan
pengalaman yang berharga bagi masyarakat.

Runtuhnya kediktatoran di negeri-negeri yang disebutkan
di atas memang tidak menghapus semua masalah dalam
masyarakat, yakni: kemiskinan, kejahatan, kemacetan
birokrasi dan kerusakan lingkungan yang diwariskan rezim
terdahulu. Namun, kejatuhan diktator paling sedikit
mengurangi penderitaan korban penindasan dan membuka
jalan untuk membangun masyarakat dengan demokrasi
politik yang lebih lapang, menghormati kebebasan pribadi
dan berkeadilan sosial.

1. Di sini digunakan istilah yang diperkenalkan oleh Robert Helvel.
"Pembangkang Politik" adalah perjuangan tanpa kekerasan (protes, non-
kooperasi) yang diterapkan dengan teguh dan aktif untuk tujuan politik.
Istilah ditelurkan sebagai tanggapan atas kebingungan dan kekaburan
yang timbul akibat penyamaan antara perjuangan tanpa kekerasan
dengan pasifisme dan gerakan "tanpa kekerasan" yang berpijak pada
pandangan moral dan agama. "Pembangkangan" (defiance) mengacu
kepada tantangan yang dilakukan secara sengaja terhadap kekuasaan
dengan jalan mbalelo, menolak untuk tunduk. "Pembangkangan Politik"
menyatakan lingkungan di mana aksi yang dijalankan dan tujuannya
bersifat politik. Istilah ini dipakai pertama-tama untuk menggambarkan
tindakan-tindakan warga masyarakat guna merebut kembali lembaga-
lembaga pemerintahan dan memperjuankan kebebasan dari tangan
diktatur dengan cara menyerang tanpa henti sumber-sumber kekuasaan
dan secara sadar menerapkan serta melaksanakan rencana strategis.
Dalam buku ini istilah pembangkangan politik, perlawanan tanpa-
kekerasan dan perjuangan tanpa kekerasan digunakan secara berganti-
ganti, sekali pun dua istilah yang terakhir mencakup bentuk perjuangan
dengan sasaran yang lebih jelas (sosial, ekonomi, psikologi dan lain-lain).



Masalah yang Masih Berlanjut

Pada dekade-dekade yang lalu memang ada kecende-
rungan menuju demokratisasi dan kebebasan yang lebih luas
di dunia. Menurut Freedom House, yang melakukan survei
tahunan mengenai status hak-hak politik dan kebebasan sivil,
negara yang dikategorikan sebagai "bebas" meningkat secara
berarti dalam sepuluh tahun terakhir ini:?

bebas bebas sebagian tidak bebas
1993 55 76 64
199 75 73 38

Namun demikian, kecendrungan positif ini masih
dibayang-bayangi kenyataan besarnya jumlah rakyat yang
masih hidup di bawah tirani. Sampai Januari 1993, 3% dari
5.45 milyar populasi dunia hidup di negeri atau wilayah
yang dirancang sebagai "tidak bebas" ® yaitu daerah-daerah
di mana hak-hak politik dan kebebasan sipil sangat dikekang.
Tiga puluh delapan negeri dan 12 wilayah dalam kategori
tidak bebas dikuasai oleh militer (seperti Burma dan
Sudan), monarki tradisional yang represif (seperti Saudi
Arabia dan Bhutan), partai politik dominan (seperti Cina,
Irak, dan Korea Utara), pendudukan Asing (Timor-timur
dan Tibet), atau ada dalam keadaan transisi.

Di banyak negara kini berlangsung perubahan ekono-
mi, politik, dan sosial yang cepat. Sekalipun jumlah negeri-

2. Freedom House, Freedom in the World : The Annual Survay of Political Rights
and Civil Liberties 1992 - 1993 (New York : Freedom House, 1993), hlm. 66
(data sampai Januari 1993).

3. Freedom House, Freedom in the World, hlm.4.



negeri yang "bebas" meningkat dalam sepuluh tahun ter-
akhir ini, ada risiko besar perubahan mendasar yang cepat
itu akan berbalik arah dan negara-negara itu akan meng-
alami bentuk kediktatoran baru. Klik militer, individu yang
ambisius, pejabat-pejabat yang ditunjuk, dan partai-partai
politik doktriner akan kembali memaksakan kehendaknya.
Kudeta lazim terjadi dan akan terus berulang. Hak dasar
dan politik sebagian besar rakyat akan terus-menerus di-
abaikan. ‘

Sayangnya, masa lalu masih bersama kita. Masalah
diktator sudah berurat-akar. Rakyat di banyak negeri meng-
alami berpuluh tahun atau bahkan abad-abad penindasan,
baik penindasan dari bangsanya sendiri maupun bangsa
asing. Seringkali ketundukan tanpa syarat kepada tokoh
pejabat atau penguasa sudah sukar untuk diubah. Pada kasus
yang ekstrim, lembaga-lembaga ekonomi, sosial, politik, dan
bahkan lembaga agama milik masyarakat - bukan lembaga
negara- sudah dikerdilkan, ditundukkan atau diganti oleh
lembaga-lembaga baru yang diperalat oleh negara atau partai
berkuasa untuk mengendalikan masyarakat. Rakyat
seringkali dicerai-berai (menjadi sebuah massa besar yang
terdiri dari individu-individu yang terpisah), tak mampu
bekerja-sama untuk mencapai kebebasan, tidak saling
mempercayai bahkan tidak mampu melakukan sesuatu atas
inisiatif mereka sendiri.

Hasilnya, masyarakat menjadi lemah, hilang kepercayaan
diri, dan tak mampu melakukan perlawanhan. Bahkan di
tengah keluarga dan teman sendiri pun orang senantiasa
takut berbagi perasaan kebencian mereka terhadap rezim
ataupun menyatakan keinginan mendalam mereka akan
kebebasan. Orang seringkali terlalu khawatir untuk sung-
guh-sungguh memikirkan perlawanan bersama. Malah ber-
tanya: untuk apa? Sebaliknya mereka mengalami penderitaan
tanpa berketentuan dan masa depan tanpa harapan.
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Kondisi di bawah kediktatoran sekarang mungkin lebih
buruk ketimbang dahulu. Mungkin di masa silam masih ada
sejumlah orang yang berusaha melakukan perlawanan. Pro-
tes massa dan demonstrasi berumur pendek mungkin sudah
pernah dilakukan. Barangkali untuk sementara waktu
semangat pernah berkobar. Pada suatu masa barangkali
sejumlah atau sekelompok kecil orang sudah menunjukkan
keberanian, meskipun sia-sia, mempertahankan prinsip mere-
ka atau sekedar melakukan perlawanan. Bagaimanapun
mulianya niat mereka, aksi-aksi perlawanan yang telah ter-
jadi ternyata tidak cukup untuk menghapus ketakutan dan
kebiasaan patuh, sesuatu yang merupakan syarat untuk
mengalahkan kediktatoran. Sedihnya tindakan mereka justru
membawa lebih banyak penderitaan dan kematian, bukan
kemenangan atau bahkan harapan.

Cara Kekerasan?

Apa yang harus dikerjakan dalam situasi seperti itu?
Tampaknya tidak ada kemungkinan yang memberi harapan.
Rintangan konstitusional dan hukum, keputusan peradilan
dan pendapat publik umumnya diabaikan begitu saja oleh
para diktator. Berhadapan dengan kekejaman, penyiksaan,
penculikan dan pembunuhan, mudah dimengerti bila ter-
dapat mereka yang menyimpulkan bahwa kediktatoran ha-
nya bisa diakhiri melalui jalan kekerasan. Korban yang di-
bakar kemarahan kadang-kadang memilih menggalang
perjuangan dengan cara kekerasan dan kekuatan senjata
yang mereka dapat himpun, ketimbang mereka menjadi kor-
ban kekerasan. Orang-orang ini biasanya berjuang dengan
gagah berani dengan taruhan nyawa dan kesengsaraan. Ka-
dang-kadang mereka meraih kemenangan yang menga-
gumkan, tapi umumnya jarang berhasil memenangkan ke-
bevasan. Pemberontakan dengan kekerasan bisa memicu
represi brutal yang akhirnya membuat penduduk makin tak
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berdaya ketimbang sebelumnya.

Apapun kelebihan yang dimiliki perlawanan dengan keke-
rasan, terdapat satu hal yang jelas. Dengan meyakini cara-cara
kekerasan, seseorang sudah memilih cara yang hampir selalu
dimenangkan oleh kaum penindas. Diktator diperlengkapi
untuk memakai kekerasan secara berlebihan. Bagaimanapun
panjang atau pendek perlawanan kaum demokrat bisa
berlanjut, pada akhirnya kekerasan militer menjadi tak
terhindarkan. Diktator selalu lebih unggul dalam peralatan
militer, persenjataan, transportasi, dan jumlah satuan militer.
Kecuali keberanian, kaum demokrat hampir selalu tidak
mampu menandingi mereka.

Jika memang pemberontakan militer konvensional dinilai
tidak realistis, maka para pembangkang lalu memilih perang
gerilya. Namun perang gerilyanya, jika pernah ada, jarang
memberikan keuntungan pada rakyat tertindas atau berguna
membangun suatu demokrasi. Perang gerilya jadinya bukan
merupakan jalan keluar, khususnya menimbang kecen-
derungan besarnya kerusakan di pihak rakyat sendiri. Soal
teknik bukan penjamin terhindarnya kekalahan sekalipun
ada dukungan teori dan analisis strategis dan dukungan
internasional. Perang gerilya seringkali berlangsung lama.
Penduduk sipil biasanya diusir oleh pemerintah yang
berkuasa dengan akibat penderitaan rakyat dan kekacauan
sosial.

Seandainya berhasilpun, perjuangan gerilya acapkali
memiliki dampak negatif struktural jangka panjang. Biasa-
nya rezim yang diserang akan semakin garang untuk mem-
balas perlawanan gerilya. Jika perjuangan gerilya berhasil
rezim baru yang muncul seringkali lebih menindas ketim-
bang pendahulunya karena dampak sentralisasi dari satuan-
satuan militer yang diperluas dan melemahnya atau pupus-
nya kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga independen
masyarakat selama perjuangan —lembaga-lembaga ‘yang vi-
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tal dalam membangun dan mempertahankan masyarakat
demokratis. Oleh karena itu, mesti dicari cara lain untuk
melawan kediktatoran.

Kudeta, Pemilihan Umum, Menunggu Bangsab Asing
Juru Selamat?

Kudeta militer nampaknya merupakan jalan paling
mudah dan cepat untuk mendongkel rezim yang kejam.
Akan tetapi, cara ini mengandung satu masalah serius. Ter-
utama karena cara ini mengabaikan adanya ketimpangan
pembagian kekuasaan antara rakyat kebanyakan dan kelom-
pok elite dalam mengendalikan pemerintah beserta kekuatan
militernya.

Penyingkiran tokoh dan klik tertentu dari posisi meme-
rintah hanya akan membuka jalan bagi kelompok lain meng-
ambil alih kekuasaan. Secara teoritis, kelompok ini akan
bersikap lebih lunak dan hanya terbuka dengan cara-cara
terbatas untuk menuju reformasi demokratis. Namun yang
biasanya terjadi adalah hal sebaliknya.

Sesudah mengkonsolidasikan kekuasaanya, klik baru
akan berbalik menjadi lebih kejam dan rakus kekuasaan
ketimbang penguasa sebelumnya. Selanjutnya, klik baru
tersebut —yang dahulu mungkin pernah menjadi tumpuan
harapan— akan bertindak apa saja yang dikehendaki tanpa
memperdulikan demokrasi atau hak-hak azasi manusia.
Maka, kudeta bukanlah jawaban terhadap masalah kedik-
tatoran.

Pemilihan-umum tidak pernah menjadi sarana perubahan
politik yang bermakna di bawah diktator. Sejumlah rezim
diktator seperti negeri-negeri Blok Timur, wilayah pengaruh
bekas dominasi Uni Soviet, melangsungkan pemilihan-umum
agar terlihat demokratis. Pemilihan-umum itu hanya merupa-
kan pengumpulan suara yang dikontrol ketat guna mem-
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peroleh pengesahan bagi calon-calon yang sudah ditunjuk
oleh diktator. Diktator yang tengah menghadapi tekanan
bisa saja menyepakati untuk menyelenggarakan pemi-
lihan-umum, tetapi dengan tujuan menempatkan boneka-
boneka sipil di pemerintahan. Jika calon-calon oposisi pe-
merintah diizinkan memasuki gelanggang dan akhirnya
menang dan terpilih, seperti yang terjadi di Burma 1990
dan Nigeria 1993, hasil pemilihan umum begitu mudah
diingkari dan "pemenangnya"' bahkan menjadi sasaran
intimidasi, penangkapan, bahkan hukuman mati. Dik-
tator tidak berminat menyelenggarakan pemilihan-umum
yang bisa membuat mereka terpelanting dari kedudukan-
nya.

Banyak mereka yang kini dibuat menderita oleh kedik-
tatoran brutal atau terpaksa mengungsi untuk menghindari
tekanan, tidak percaya bahwa rakyat tertindas mampu mem-
bebaskan diri mereka sendiri. Mereka percaya bahwa rakyat
hanya mungkin terbebaskan melalui pertolongan orang lain.
Orang-orang begini lebih menaruh kepercayaan pada
kekuatan-kekuatan asing. Mereka percaya bahwa hanya
bantuan internasionallah yang cukup kuat untuk mengakhiri
kediktatoran.

Pandangan bahwa mereka yang tertindas tidak mampu
bertindak tepat, untuk waktu tertentu, ada benarnya.
Mereka yang tertindas tidak bersedia dan pada kala tertentu
tidak berdaya untuk melawan karena mereka tidak percaya
atas kemampuan mereka menghadapi diktator yang keji,
tambahan lagi dan mereka tidak paham cara-cara menye-
lamatkan diri. Karenanya mudah dimengerti jika banyak
orang meletakkan harapan akan pembebasan diri kepada
pihak luar. Kekuatan luar itu bisa berupa "pendapat umum”,
tekanan Perserikatan Bangsa Bangsa, atau negeri tertentu,
atau sanksi ekonomi dan politik dari masyarakat interna-
sional.



Skenario menunggu juru-selamat kedengarannya me-
nyenangkan. Namun menyandarkan diri pada penyelamat
dari luar juga mengandung masalah besar. Kepercayaan
semacam itu bisa salah sama sekali. Karena, umumnya pe-
nyelamat asing tidak pernah datang, dan jikapun sebuah
negeri asing melakukan campur tangan, barangkali tidak
harus dipercaya sepenuhnya.

Sebelum mengandalkan diri pada intervensi asing,
kenyataan pahit di bawah ini perlu dipertimbangkan:

e Negeri lain acapkali mentolerir atau bahkan secara positif
membantu kediktatoran untuk kepentingan ekonomi dan
politik mereka.

e Demi tujuan lain, negeri lain juga akan membiarkan rakyat
tertindas menjadi korban ketimbang berjanji membantu
pembebasan mereka.

e Terdapat negeri-negeri asing akan bertindak melawan
kediktatoran hanya untuk memperoleh kendali ekonomi,
politik atau militer.

e Negeri asing bisa saja sangat aktif terlibat dalam tujuan-
tujuan positif hanya ketika perlawanan dalam negeri su-
dah mulai mengancam kedudukan kediktatoran, sesudah
perhatian internasional tertuju kepada kebrutalan rezim
tersebut.

Kediktatoran lazimnya terbentuk karena timpangnya
distribusi kekuasaan di suatu negeri. Kekuatan rakyat dan
masyarakat terlalu lemah untuk mengatasi masalah besar
kediktatoran, karena kekayaan dan kekuasaan terpusat di
tangan segelintir orang. Sekalipun sebuah kediktatoran da-
pat saja didukung atau ditekan oleh tindakan-tindakan inter-
nasional, tetapi kelangsungannya tetaplah tergantung se-
penuhnya kepada faktor dalam negeri.

Campur tangan masyarakat internasioanl akan sangat
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bermanfaat apabila hal itu menyokong gerakan perlawanan
yang tangguh. Misalnya, melalui boikot ekonomi internasio-
nal, embargo, pemutusan hubungan diplomatik, pengucilan
dari organisasi internasional, kecaman dari badan-badan
PBB dan semacamnya. Namun, tanpa perlawanan yang ber-
arti dari kekuatan di dalam, maka dukungan internasional
sukar terjadi.

Menghadapi Kenyataan Pahit

Sungguh kesimpulan yang pahit. Jika seseorang ingin
menempuh cara paling efektif dengan korban serendah-
rendahnya untuk mengakhiri kediktatoran, maka ada empat
tugas yang menunggu untuk dikerjakan:

e Memperkuat keteguhan, keyakinan diri dan kecakapan
warga tertindas melakukan perlawanan.

e Memperkuat kelompok dan lembaga-lembaga masyarakat
independen.

e Menciptakan kekuatan perlawanan di dalam negeri yang
kuat dan tangguh, dan

e Mengembangkan rencana umum strategis yang bijak-
sana untuk pembebasan dan melaksanakannya secara
cakap.

Perjuangan pembebasan merupakan saat-saat penentuan
nasib sendiri dan penguatan kelompok-kelompok perlawan-
an di dalam negeri. Sebagaimana seruan Charles Stewart
Parnell pada kampanye pemogokan Irlandia tahun 1879 dan
1880 :

"Sia-sia jika kamu bergantung pada pemerintah...Kamu
mesti hanya percaya pada keteguhanmu sendiri...Bantulah
dirimu sendiri dengan berdiri bersama...Perkuatlah mereka
yang lemah di sekitarmu...ikatlah dirimu bersama-sama,
galanglah dirimu...dan kamu mesti menang.."
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"Ketika kamu memutuskan bahwa masalah ini harus
diatasi, saat itulah akan ada jalan keluar."*

Berhadapan dengan kekuatan yang mandiri, dengan
strategi yang jitu, dengan aksi-aksi yang berdisiplin dan
berani, maka diktator akan oleng. Untuk itu, sekurang-ku-
rangnya keempat syarat di atas harus dipenuhi.

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya,
pembebasan dari kediktatoran pada akhirnya tergantung ke-
pada kemampuan rakyat untuk membebaskan diri mereka
sendiri. Pengalaman dari perlawanan politik yang berhasil -
atau perjuangan tanpa-kekerasan untuk tujuan politik- yang
disebut di depan mengajarkan bahwa warga masyarakat me-
miliki semua alat untuk membebaskan diri. Namun kemam-
puan tersebut belum terasah. Kita akan membahas lebih rinci
pada bab berikutnya. Tetapi, terlebih dahulu kita akan meng-
kaji perundingan sebagai sebuah cara untuk menghentikan
kediktatoran.

4. Patrick Sarsfield O'Hegarty, A history of Ireland Under a Union, 1880-1922,
(London : Mathuen, 1925), hlm. 490 - 491.
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